PERKEMBANGAN PERADILAN PADA MASA DINASTI UMAYYAH



Proposal Penelitian Mandiri
Sebagai Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi
Di Bidang Penelitian













Oleh
DR. Abdul Hafiz, M.Ag.
NIP 196605251996031001







PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
PROGRAM PASCASARJANA IAIN BENGKULU
BENGKULU
2020/2021
A. Latar Belakang Masalah
Peralihan kekuasaan di abad pertama Islam, dari Khulafa’ Rasyidun ke Dinasti Umayyah, ditandai oleh perubahan-perubahan besar dalam kehidupan bernegara, bermasyarakat, dan beragama. Pertama, negara mengambil bentuk monarkhi absolut dan turun temurun meskipun istilah khalifah tetap digunakan. Kedua, peralihan kekuasaan tidak lagi berlangsung damai sebagaimana peralihan dari satu khalifah ke khalifah berikutnya di masa Khulafa` Rasyidun. Ketiga, menjadi khalifah bukan lagi hak setiap warga negara. Jabatan khalifah hanya diperuntukkan bagi warga klan. Keempat, arabisasi yang mempertegas keterbelahan sosial sebagai dampak dari peralihan kekuasaan yang tidak damai. Keempat, sekularisasi dengan pandangan bahwa negara terlepas dari urusan agama dan kekhalifahan bukan lembaga sakral tetapi semata-mata urusan duniawi.
Perubahan-perubahan tersebut berpengaruh terhadap struktur kekuasaan negara. Meskipun negara tetap mengambil sebutan kekhalifahan, Dinasti Umayyah memusatkan kekuasaan pada keluarga mereka, tidak berbeda dari monarkhi. Apabila para Khulafa` Rasyidun senantiasa bermusyawarah dengan para sahabat Rasulullah dalam mengambil keputusan-keputusan menyangkut kebijakan negara, para khalifah Dinasti Umayyah mengambil keputusan atas kemauan mereka sendiri. Kekuasaan benar-benar berada pada satu tangan atau satu keluarga.
Kekuasaan negara pada satu tangan memang bukan khas Dinasti Umayyah. Sedari awal Islam, Rasulullah saw menjalankan sendiri kekuasaan negara. Ia menjadi kepala negara dan pemerintahan (eksekutif), ia membuat peraturan legislatif), dan ia pula yang menegakkan peraturan itu (yudikatif). Begitu pula para khalifah pengganti beliau, mereka memegang semua kekuasaan negara. Akan tetapi prinsip mendengar dan mengikuti suara orang banyak telah mereka jalankan melalui musyawarah dan konsultasi. Rasulullah saw dan Khulafa` Rasyidun bermusyawarah dengan banyak tokoh sebelum mengambil keputusan menyangkut kebijakan negara. Khalifah Umar bin Khathab, bahkan, secara resmi membentuk sebuah badan musyawarah, yang terdiri dari para sahabat Nabi saw yang telah diberi kabar kembira sebagai ahli surga, untuk memilih khalifah penggantinya.
Berbeda dari itu, Dinasti Umayyah menentukan kebijakan negara semata-mata atas dasar kehendak khalifah. Ada sesekali khalifah meminta pendapat orang tetang kebijakan yang akan diambilnya tetapi ia telah mempunyai keputusan sebelumnya. Meminta pendapat orang itu tampaknya sekedar jajak pendapat. Misalnya, Mu’awaiyah meminta pendapat tokoh-tokoh tentang keinginannya untuk mengangkat putranya, Yazid, menjadi khalifah untuk menggantikan dirinya. Sebelum meminta pendapat tokoh-tokoh tersebut Mu’awiyah sudah memutuskan. Maka tokoh-tokoh yang tidak menyetujuinya segera mengalami penindakan. Bahkan kota Nabi saw, Madinah, diserang dan Mekah diserbu, Ka’bah digempur dengan pelontar api yang menyebabkannya terbakar, dan hajar aswad pecah akibat penolakan penduduknya untuk mengakui Yazid sebagai khalifah.
Peralihan kekuasaan dari Khulafa’ Rasyidun ke Dinasti Umayyah dan berbagai perubahan yang terjadi setelah itu kemungkinan besar akibat kegagalan Mu’awiyah memahami Islam dan rasa persaingan antara Bani Hasyim dan Bani Umayyah yang tetap dipeliharanya yang diwarisinya dari bapak dan kakek-kakeknya. Bagimanapun, ia dan sebagian besar keluarganya baru masuk Islam pada detik-detik terakhir kejatuhan aristokrasi Mekah yang berarti bahwa sampai wafatnya Rasulullah saw mereka menganut Islam sekitar lima tahun saja. Tidak dapat dipungkiri pula bahwa Mu’awiyah dan keluarga besar Umayyah merupakan pihak yang dengan sengit melawan Islam sejak awal. Tidak bisa dihapuskan dari lembaran sejarah kesedihan Nabi saw yang luar biasa atas kematian Hamzah dan kemarahannya atas tindakan biadab Hindun terhadap jenazahnya. 
Mu’awiyah gagal memahami pesan implisit Rasulullah saw saat penaklukan kota Mekah dalam sikap bersahabat yang ditunjukkannya terhadap orang-orang yang memusuhinya. “Siapa yang ingin aman maka masuklah ke rumah Abu Sufyan.” Demikian seruan Rasulullah saw kepada penduduk Mekah yang menunjukkan keinginannya menyudahi segala keburukan di masa lalu. Sesungguhnya,  sebagai pemenang, Rasulullah saw bisa saja memperlakukan mereka sesuka hatinya; menawan mereka, meminta tebusan dari mereka, mengusir mereka, bahkan membunuh mereka. Alih-alih membalaskan dendam, Rasulullah saw justru memuliakan Abu Sufyan, bapak Mu’awiyah sendiri. Ia jamin rumah Abu Sufyan sebagai tempat yang aman dari rasa takut akibat kalah perang. Muhammad saw tidak membiarkan orang-orang kafir Quraisy itu terpuruk dalam rasa bersalah dan kalah. Ia tunjukkan bahwa penaklukan bukanlah penjajahan tetapi pembebasan. Secara harfiah fath—kata yang dipakai untuk penaklukan Mekah—berarti membuka. Muhammad saw datang ke kota Mekah untuk membuka kota itu dari ketertutupan atau keterkungkungan kebodohan dan kegelapan.
Mu’awiyah gagal memahami pandangan dasar Islam terhadap kekuasaan bahwa kekuasaan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat. Kekuasaan bukanlah sesuatu yang diperebutkan melainkan sesuatu yang diembankan kepada orang yang dipercaya mampu menjalankannya. Rasulullah saw tidak memberikan kekuasaan kepada Abu Dzar al-Ghifari tetapi memberikan tongkat komando pasukan kepada Usamah bin Zaid yang sangat belia. Di antara empat Khulafa` Rasyidun, tidak ada yang berjuang untuk merebut kekhalifahan. Abu Bakar al-Shiddiq menjadi khalifah sebagai hasil musyawarah warga di Saqifah Bani Sa’idah. Umar bin Khathab ditunjuk oleh Abu Bakar Shiddiq menjelang kematiannya untuk menggantikannya. Khalifah ketiga, Usman bin Affan dipilih dalam musyawarah tim formatur yang dibentuk oleh Umar. Ketika Usman bin Affan terbunuh dalam sebuah pemberontakan, serta merta warga Madinah membaiat Ali bin Abi menjadi khalifah keempat.
Mu’awiyah meredupkan api kemodernan yang telah coba dinyalakan para khalifah sebelumnya. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat yang merupakan ciri khas negara-negara modern telah menjadi semangat dalam mengelola negara pada masa paling awal Islam. Kepala negara, yaitu khalifah, dipilih oleh rakyat lalu dibaiat oleh mereka. Kepala negara membiasakan diri bermusyawarah dengan pemuka-pemuka masyarakat, mendapat masukan dari rakyat, dan mendengar kritik mereka dari yang halus sampai yang kasar. Khalifah tidak memandang diri mereka sebagai pejabat yang harus dilayani. Khalifah melayani rakyatnya; ia selesaikan problem yang dihadapi rakyatnya, ia bimbing orang yang sedang bingung, dan ia panggul karung gandum untuk rakyat yang kelaparan. Sudah lumrah khalifah berada di tengah masyarakat dan tidak berjarak dari mereka. Maka khalifah kadang-kadang duduk di pinggir jalan di bawah pohon korma, kadang-kadang ada di pasar, kadang-kadang ada di masjid, dan kadang-kadang ada di tengah pasukan yang tengah menaklukkan suatu wilayah. 
Mu’awiyah memadamkan api kemoderenan yang baru menyala itu. Ia berontak terhadap khalifah yang sudah dibaiat. Ia gunakan tipu muslihat untuk merebut kekuasaan dan mempertahankannya. Ia buat jarak antara dirinya dan rakyatnya dengan membentuk pasukan pengawal dirinya dan penjaga istana. Bahkan di masjid pun ia bangun tempat khusus untuk dirinya di luar saf yang sudah ada, barangkali, karena ia takut terbunuh di masjid seperti yang dialami Khalifah Umar bin Khathab dan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Langkah Mu’awiyah yang sangat mematikan kemoderenan adalah bahwa ia mengembalikan kekuasaan kepada bentuknya yang paling kuno yang dipraktikkan oleh semua pemegang kekuasaan di seluruh dunia pada masa itu. Ia jadikan kekuasaan menjadi milik pribadinya dan keluarganya. Ia angkat anaknya, Yazid, menjadi khalifah pengganti dirinya dengan mengabaikan penolakan orang banyak dan mengingkari kesepakatannya dengan al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib.[footnoteRef:1]  [1:  Di antara kesepakatan antara Mu’awiyah dan al-Hasan sebagai syarat penyerahan kekuasaan oleh al-Hasan kepada Mu’awiyah adalah bahwa yang terakhir ini harus menyerahkan kepada umat persoalan khalifah yang akan menggantikannya. ] 

Praktik bernegara yang dijalankan oleh Mu’awiyah dan anak keturunannya seakan terteoritisasi berbabad-abad kemudian oleh Montesquieu.Dalam bukunya L’Esprit des Lois, Montesquieu mengatakan, seperti dikutip oleh Miriam Budiardjo, “Akan merupakan malapetaka kalau seandainya satu orang atau satu badan, apakah terdiri dari kaum bangsawan ataukah dari rakyat jelata, diserahi menyelenggarakan ketiga-tiga kekuasaan itu yakni kekuasaan membuat undang-undang, menyelenggarakan keputusan-keputusan umum, dan mengadili persoalan-persoalan antara individu-individu.”[footnoteRef:2] [2:  Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik (Jakarta: P.T. Gramedia, 1977), h. 152.] 

Dengan kekuasaan negara yang sepenuhnya sudah berada di tangannya dan keluarganya, Mu’awiyah menjalankan pemerintahan dengan segala tugasnya. Sebagaimana pemerintahan sebelumnya, pemerintah Mu’awiyah memiliki tiga tugas utama yang meliputi pengaturan administrasi publik, pengumpulan pajak, dan pengaturan urusan-urusan keagamaan. Ketiga tugas itu secara teoritis dikendalikan oleh tiga pejabat berbeda; khalifah, wakilnya (amir), agen/petugas administrasi (amil).[footnoteRef:3] Pejabat terakhir ini seringkali merangkap jabatan peradilan.  [3:  Philip K. Hitti, History of the Arabs (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2010), alih bahasa R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi, h. 281.] 

Dengan  prinsip bahwa khalifah adalah penanggungjawab umum kekuasaan negara maka khalifah menjalankan semua tugas negara mulai dari memimpin salat jamaah, dakwah, mengawasi pasar sampai memimpin perang dan berdiplomasi dengan negara-negara lain. Di bidang hukum, khalifah menetapkan hukum yang belum ditentukan dalam Alquran dan Sunnah. Khalifah menjalankan kekuasaan kehakiman; memeriksa dan memutus perkara, dan mengeksekusi putusannya. Khalifah juga tempat bertanya tentang persolan hukum lalu membuat fatwa. Kekuasaan kehakiman, pada prinsipnya, ia laksanakan sendiri tetapi kadang-kadang ia delegasikan kepada orang lain yang biasanya seorang pejabat kepala daerah atau petugas pengumpul zakat. Namun, pada masa Umar bin Khathab menjadi khalifah, seseorang yang khusus menangani peradilan diangkat sebagai qadhi.[footnoteRef:4] [4:  Dalam sejarah Islam, terkenal Hakim Syuraih yang menjalankan karier kehakimannya tidak kurang dari 60 tahun. Asal mula kariernya dimulai dengan sikap tegasnya dalam menangani sengketa yang melibatkan seorang Yahudi dan Umar bin Khathab. Keduanya sepakat menunjuk Syuraih menjadi hakam. Umar, yang saat itu adalah khalifah, mengadu bahwa kuda yang dibelinya dari orang Yahudi ternyata sakit setelah ia bawa pulang. Umar minta ganti rugi tetapi orang Yahudi itu menolak. Syuraih  menolak gugatan Umar dan memenangkan orang Yahudi. “Kau mengakui kuda itu sehat ketika Kau beli,” kata Syuraih kepada Umar memberi alasan penolakannya. Umar kagum terhadap putusan Syuraih dan lalu mengangkatnya menjadi hakim di Basyrah.] 

Meskipun semua kekuasaan negara sudah dikuasai oleh Mu’awiyah, ia tidak mampu menjalankan kekuasaan kehakiman. Seperti telah disebutkan terdahulu, Mu’awiyah dan keluarganya amat terlambat masuk Islam dan, karena itu, lambat pula menguasai ajaran Islam. Salah satu aspek dari ajaran Islam yang tidak dikuasai oleh Mu’awiyah adalah hukum Islam dan acara penegakannya. Barangkali inilah sebabnya ia membuat inovasi dalam pemerintahan Islam yaitu melepaskan kekuasaan kehakiman dari tangannya. Mu’awiyah membentuk lembaga al-Qadha` sebagai pemegang kekuasaan kehakiman dan mendelegasikan kewenangan untuk menanganinya kepada para faqih yang memiliki kemampuan untuk berijtihad.
Mu’awiyah bin Abu Sufyan, menurut Waki’, adalah orang pertama yang mengangkat seseorang menjadi hakim yang terlepas dari kekuasaan negara lainnya.[footnoteRef:5] Pernyataan Waki’ tersebut diperkuat oleh Muhammad bin Abdullah bin Malik yang menceritakan bahwa bapaknya bersaksi bahwa Abdullah bin al-Harits bin Naufal adalah hakim pertama di Madinah yang diangkat pada masa Marwan bin al-Hakam. Mengomentari pengangkatan Abdullah itu, Abu Hurairah mengatakan: “Ini adalah adalah hakim pertama yang aku lihat. Ia disenangi dan benar dalam putusannya. Ia disenangi oleh penduduk madinah sampai ia mengasingkan diri dari mereka.” [footnoteRef:6] Pernyataan-pernyataan ini, jika dikaitkan dengan fakta bahwa Umar bin Khathab telah mengangkat hakim-hakim sebagai pejabat yang khusus menangani peradilan, harus dipahami bahwa Dinasti Amawiyah adalah penguasa yang pertama yang memberikan kebebasan kepada peradilan dan memisahkannya dari pemerintahan. [5:  Waki’, Akhbarul-Qudhat, Juz I, h. 111.]  [6:  Waki’, Akhbarul-Qudhat, Juz I, h. 113.] 

Hasan Ibrahim Hasan menyebutkan kebebasan peradilan itu sebagai satu dua keistimewaan peradilan pada masa Dinasti Amawiyah:
Peradilan pada masa BaniUmayyah teristimewa dengan dua hal: Pertama, seorang hakim memutuskan hukum atas suatu kasus berdasarkan hasil ijtihadnya. Sebab, pada waktu itu empat mazhab fikih (hukum) yang menjadi kitab rujukan dalam hukum belum lahir. Maka seorang hakim pada masa itu mengambil ketetapan hukum atas suatu kasus yang terjadi berdasarkan pendapat pribadinya yang bersumber dari Alquran dan as-Sunnah atau konsensus, atau hasil ijtihadnya. Kedua, peradilan tidak terpengaruh oleh politik, di mana para hakim bersifat independen dalam memutuskan hukum atas kasus yang terjadi. Mereka tidak terpengaruh oleh kecenderungan penguasa, mereka bebas berbuat dan pernyataan hukum yang ia sampaikan benar-benar vonis yang harus dilaksanakan sekalipun kepada wali dan pejabat perpajakan.[footnoteRef:7] [7:  Hasan Ibrahim Hasan, Tarikh al-Islam as-Siyasi wa al-Tsaqafi wa al-Ijtima’  (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), alih bahasa H.A. Bahaudin, h. 375.    ] 

 
Pemberian kebebasan kepada peradilan dalam menjalankan kewenangannya tidak sejalan dengan watak kekuasaan yang berbasis dinasti. Kekuasaan semacam ini tentu meletakkan kepentingan keluarga yang membentuk dinasti itu di atas kepentingan yang lain. Menyangkut Dinasti Amawiyah, sepak terjangnya menimbulkan kesulitan dalam memahami kebijakannya memberikan kebebasan kepada peradilan. Apalagi Dinasti Amawiyah berdiri setelah melewati jalan kekerasan dan, bahkan, sepanjang kekuasaannya ia banyak melakukan kekerasan. Banyak di antara petingginya bertangan besi dan berdarah-darah.[footnoteRef:8] Tanpa ada rasa takut atau berdosa, Yazid memerintahkan penyerangan terhadap dua kota suci, Madinah dan Mekah. Dinasti ini memiliki orang-orang yang tidak segan-segan melakukan pembantaian terhadap orang-orang yang menentangnya, di antaranya Yusuf al-Tsaqafi dan al-Hajjaj.   [8:  Tragedi memilukan yang terjadi pada masa Dinasti Amawiyah adalah terbunuhnya al-Husein bin Ali bin Abi Thalib dan keluarganya di Padang Karbela. Sepasukan tentara Amawiyah dalam jumlah besar di bawah pimpinan Umar bin Sa’ad bin Abi Waqash membantai al-Husein, istrerinya, anak-anaknya, dan pelayan-pelayan mereka. Berjuang nyaris sendirian, al-Husein melawan tetapi akhirnya terbunuh dengan cara yang sangat biadab. Kepalanya dipenggal lalu ditenteng ke Damaskus untuk dipersembahkan kepada Yazid pengganti Mu’awiyah.  ] 

Penilaian bahwa Dinasti Amawiyah telah memberikan kebebasan kepada peradilan di tengah garis otoritarianisme yang dianutnya adalah absurd. Oleh karena itu, suatu tinjauan menyeluruh tentang perkembangan peradilan pada masa Dinasti Amawiyah perlu dilakukan untuk melihat bagaimana absurditas itu berlangasung, bagaimana kebebasan kekuasaan kehakiman berjalan berdampingan dengan otoritarianisme. Tinjauan dimaksud dilakukan dengan pendekatan sistemik, suatu pendekatan yang melihat peradilan sebagai sebuah sistem yang merangkai unsur-unsur struktur, substansi, dan kultur. Ke dalam unsur struktur masuk sumber ajaran tentang peradilan, bangunan peradilan, dan pertanggungjawaban peradilan. Unsur substansi yang dimaksud adalah materi hukum yang lahir berkaitan dengan peradilan. Sedangkan unsur kultur menyangkut kebiasaan-kebiasaan yang berkaitan dengan peradilan, kesadaran hukum, pendidikan hukum, dan lain-lain. 
Penelitian terhadap perkembangan peradilan pada masa Dinasti Amawiyah adalah penting karena pemikiran tentang peradilan yang menjadi arus utama pada masa moderen adalah kebebasan peradilan identik dengan demokrasi.[footnoteRef:9] Pemikiran moderen tidak dapat menerima bahwa peradilan yang bebas dapat berjalan dengan baik dalam pemerintahan yang otoriter. Tentu saja banyak peristiwa hukum yang menjadi perkara selama pemerintahan Dinasti Amawiyah. Penyelesaian perkara-perkara itu oleh para hakim akan menambah pemahaman tentang interaksi hukum dan politik selama kekuasaan dinasti tersebut. [9:  Dalam berbagai teori tentang negara hukum, pemerintahan yang demokratis selalu menjadi salah satu unsurnya. Lihat berbagai teori negara hukum dalam Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1976), h. 74, Padmo Wahjono, Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), Cet. II, h. 7, dan Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.] 


B. Rumusan dan Batasan Masalah
Meneliti perkembangan peradilan pada masa kekuasaan Dinasti Amawiyah secara komprehensif memerlukan pendekatan sistemik. Oleh karena itu pertanyaan penelitian dirumuskan sebagai berikut:
1. Bagaimana Dinasti Amawiyah membangun struktur peradilan?
2. Bagaimana Peradilan mengembangkan hukum?
3. Bagaimana budaya peradilan dibangun selama pemerintahan Dinasti Amawiyah?
[bookmark: _GoBack]Meskipun penelitian terhadap perkembangan peradilan dilakukan secara komprehensif, batasan-batasan tetap perlu dibuat. Dalam peradilan Islam, kekuasaan kehakiman dijalankan oleh banyak lembaga—al-qadha`, wilayatul-mazhalim, wilayatul-hisbah, dan lain-lain— tetapi penelitian ini hanya dilakukan terhadap al-qadha`. Menyangkut substansi hukum, penelitian ini hanya mengkaji hukum yang diproduksi oleh pengadilan. Penelitian juga dibatasi, dalam unsur kultur, pada budaya peradilan. 
 
C. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perkembangan peradilan yang terjadi pada masa kekuasaan Dinasti Amawiyah. Perkembangan yang dimaksud perubahan-perubahan yang sangat mungkin terjadi akibat peralihan kekuasaan, karakter dinasti yang berkuasa, perubahan yang terjadi pada masyarakat.
   
D. Manfaat Penelitian
Peneilitian ini, secara teoritis, berguna untuk menemukan konsep alternatif dari sistem peradilan. Dunia modern seperti sudah sepakat bahwa hukum dan keadilan hanya tegak dengan peradilan yang kuat dan independen. Semua konsep negara hukum menjadikan peradilan bebas sebagai salah satu unsurnya. Fakta sejarah menunjukkan bahwa hukum dan keadilan dapat tegak tanpa lembaga peradilan yang independen.
Secara praktis, penelitian ini berguna bagi orang-orang yang bermaksud menegakkan hukum dan keadilan. Peradilan Islam dapat dijadikan pedoman dalam menegakkan hukum dan keadilan.

E. Kajian Serupa Terdahulu
Judul kajian yang mirip dengan judul penelitian ini adalah “Perkembangan Awal Peradilan Islam (Studi tentang Penerapan Prinsip-prinsip Negara Hukum” karya Abdul Hafiz.[footnoteRef:10] Namun, seperti terlihat dari judulnya kajian difokuskan pada penerapan prinsip-prinsip negara hukum. Karya yang juga berjudul mirip ialah karya Munir Ahmad Mughal, “ISLAMIC PERSPECTIVE OF Administration of Justice in early periods.” Sayangnya, tulisan ini hanya mengemukakan beberapa ayat Alquran dan Hadis Nabi Muhammad saw yang berkaitan dengan peradilan daftar orang-orang yang pernah diangkat menjadi hakim sejak masa Nabi Muhammad menjadi kepala negara sampai masa kekhilafahan Abbasiyah. [10:  Abdul Hafiz, “Perkembangan Awal Peradilan Islam (Studi tentang Penerapan Prinsip-prinsip Negara Hukum” dalam NUANSA, Bengkulu; STAIN Bengkulu, Vol. VIII, No. 2, Desember 2015, h. 127-140.] 

Tampaknya, sepanjang penelusuran peneliti, belum ada kajian yang secara spesifik menjelaskan perkembangan peradilan pada masa awal Islam dari tinjauan system. Meskipun begitu, lieratur yang berkait dengan masalah penelitian sangat memadai. Di samping Alquran dengan berbagai kitab tafsirnya dan Hadis dengan berbagai kitab syarahnya, banyak buku-buku tentang peradilan Islam yang dapat dijadikan rujukan. Kitab yang sangat berharga dalam masalah ini di antaranya Akhbar al-Qudhat karya Muhammad bin Khalaf bin Hayyan Waki’, al-Qadha` fi ‘Ahd ‘‘Umar ibn al-Khathāb  karya Nāshir ibn ‘Uqail ibn Jāsir al-Thārif, Nizhām al-Hukm fi al-Syarī’ah wa al-Tārīkh al-Islāmī; al-Sulthah al-Qadhā`iyah karya Zhāfir al-Qāsimī, al-Qadha` fi al-Islam karya Athiyah Musthafa Musyrifah, dan al-Qadhā` fi al-Islām karya Muhammad ‘Abd al-Qadīr Abū Fāris.

F. Metode Penelitian
Untuk meneliti perkembangan peradilan yang terjadi pada masa awal Islam digunakan metode diskriptif analitis kritis. Data yang didapat dari pembacaan terhadap berbagai sumber—baik primer maupun sekunder bahkan tersier—digambarkan dalam sebuah alur bahasan yang berkaitan dengan penegakan hukum selama kekuasaan Dinasti Amawiyah, perkara-perkara hukum dan penyelesaiannya, serta budaya yang berkembang dalam penegakan hukum. Penggambaran itu itu dilakukan dengan mengkaji secara kritis terhadap data baik dari segi sumber, materi yang digambarkan, maupun masa.
Penelitian dilakukan dengan pendekatan sejarah dan sistem. Pendekatan sejarah dilakukan dengan melihat konteks setiap data. Data yang ditemukan ada pada peristiwa apa, kapan terjadinya, bagaimana terjadinya, dan mengapa terjadi, Penelitian terhadap peradilan juga didekati secara sistemik oleh karena peradilan itu berkembang dalam sebuah kehidupan yang multiaspek. Kemandirian peradilan, misalnya, tidak bisa hanya dilihat pada peradilan itu saja tetapi juga harus dilihat komponen-kompenen yang terkait dengannya.
  
G. Kerangka Teoritis
Untuk melihat perkembangan peradilan pada masa Dinasti Amawiyah penelitian dilakukan dalam kerangka teori tentang sistem peradilan[footnoteRef:11]. Kerangka yang dimaksud terdiri dari analisis terhadap tiga komponen peradilan yaitu struktur, substansi, dan kultur. Proses bekerjanya komponen-komponen tersebut dan bagaimana proses itu dilakukan menunjukkan adanya sistem. Salah satu makna dari sistem dalam ilmu sosial modern adalah suatu satuan operasi dalam sistim sosial yang mengambil bahan-bahan mentah, memproses bahan mentah itu, dan menghasilkan suatu keluaran.[footnoteRef:12] [11:  Adaptasi dari teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Usman P. Tampubolon, “Pembangunan Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial” dalam Artidjo Alkostar dan M. Sholeh Amin (Ed.) dalam Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional (Jakarta: CV Rajawali, 1986), h. 122. ]  [12:  Usman, “Pembangunan Hukum...”, h. 124. ] 

Struktur yang dimaksud di sini adalah institusi peradilan, bentuknya, dan proses yang dilakukannya. Cakupannya meliputi jumlah dan jenis pengadilan, ada atau tidaknya suatu konstitusi, ada atau tidaknya federalisme atau pluralisme dan pembagian kekuasaan antara hakim, perundang-undangan, gubernur, raja, juri, administrasi serta gaya prosedur dalam berbagai institusi.
Segi keluaran dari sebuah sistem peradilan disebut substansi yaitu hukum itu sendiri yang meliputi putusan-putusan peradilan, surat edaran, doktrin, dan fatwa, serta pertimbangan-pertimbangannya.
Adapun kultur atau budaya peradilan adalah nilai dan sikap yang mengikat sistem bersama-sama dan yang menentukan tempat sistem peradilan dalam kebudayaan suatu masyarakat sebagai keseluruhan yang meliputi: training dan kebiasaan apakah yang dimiliki hakim; bagaimanakah pendapat masyarakat terhadap peradilan; sukakah individu atau kelompok masyarakat datang ke pengadilan; untuk maksud apakah orang beralih kepada seseorang yang dipercaya dapat menyelesaikan kasus untuk menjadi penengah; dihormati orang kah hukum, hakim, dan pejabat-pejabat hukum lainnya; dsb.

H. Sistematika Penulisan
Penelitian yang komprehensif tentang perkembangan peradilan pada masa kekuasaan Dinasti Amawiyah pada akhirnya dibahas dalam sebuah pembahasan yang bagian-bagiannya saling berkait, tidak terpisah antara satu bagian dengan bagian yang lain. Gambaran tentang hasil penelitian dituangkan dalam beberapa bab.
Pada bab pertama, dikemukakan karakter Dinasti Amawiyah dengan segala cakupannya untuk melihat kaitannya dengan perkembangan peradilan. Keterkaitan kedua hal tersebut menimbulkan urgensi penelitian penelitian. Dari penglihatan kedua hal tersebut dirumuskan pertanyaan penelitian, batasan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Dalam bab ini dikemukakan pula studi-studi yang pernah ada berkaitan dengan perkembangan peradilan pada masa Dinasti Amawiyah. Tentu saja, untuk menjamin validitas hasil penelitian diuaraikan pula metode yang digunakan dalam penelitian, dan sistematika pembahasan.
Dalam bab kedua, dibahas unsur pertama sistem peradilan yaitu struktur peradilan. Ke dalam bab ini masuk bahasan tentang sumber kekuasaan peradilan. Selanjutnya dibahas muasal kedaulatan peradilan, pengangkatan dan pemberhentian pejabat peradilan, pertanggungjawaban peradilan, bangunan peradilan, beracara di pengadilan, dan perilaku pejabat peradilan. Penting pula dibahas pada bab ini perkembambangan kelembagaan peradilan.
Unsur kedua dari sistem peradilan, yaitu substansi peradilan, dibahas pada bab ketiga. Maksud dari substansi peradilan adalah materi hukum yang ditegakkan oleh peradilan. Maka pada bab ini dikemukakan produk yang dihasilkan oleh lembaga peradilan baik dalam bentuk putusan-putusan maupun fatwa-fatwa.
Kultur peradilan sebagai unsur ketiga dari sistem peradilan dibahas pada bab empat. Dalam bab ini dibahas perkembangan pendidikan dan pengajaran hukum pada masa Dinasti Amawiyah, kesadaran hukum, dan perilaku yang berkait dengan peradilan
Akhirnya, hasil penelitian akan ditutup dengan uraian tentang kesimpulan penelitian dan saran-saran yang dapat dikemukakan berkait dengan studi tentang perkembangan peradilan pada masa Dinasti Amawiyah.

  


